
BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR       TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 23

TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN GRESIK TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi triwulan II

pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun

2017 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan

perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi

kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan,

prioritas dan sasaran pembangunan, rencana

program dan kegiatan prioritas daerah.

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih

tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk

tahun berjalan;

3. Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah,

penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan

baru/kegiatan alternatif, penambahan atau

pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta

perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

1



b. bahwa berdasarkan konsideran menimbang huruf (a)

maka perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah dengan menetapkannya kedalam

Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun

2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor  5234 );

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang

Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014

Nomor 199);

12. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 Tentang

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan,

Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2017;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun

2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun

2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun

2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013

Nomor 8);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Gresik Tahun 2008 Nomor 6);

19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun

2012 tentang Pedoman Pembentukan

Perundang-Undangan Di Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 09 Tahun

2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 –

2021.

22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun

2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2016 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;

24. Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2016 tentang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Gresik Tahun 2017 (Berita Daerah

Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 758);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2017

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor

23 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2017 diadakan perubahan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Perubahan Kedua RKPD Tahun 2017 disusun dengan

sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I   :  Pendahuluan;

BAB II : Evaluasi Hasil RKPD Sampai Dengan Triwulan

II, memuat kompilasi hasil evaluasi

pelaksanaan RKPD Tahun 2016 sampai

dengan Triwulan II Tahun 2017.

BAB III : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas

Daerah Dalam Perubahan RKPD, memuat

kegiatan lanjutan tahun 2017,

BAB IV : Penutup.

(2) Uraian secara rinci Perubahan Kedua RKPD Tahun

2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat

dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

pada tanggal        Juli 2017

BUPATI GRESIK,

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik

pada tanggal      Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GRESIK,

Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI,M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19580924 198003 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2017 NOMOR
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